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 Putri Paramita, S.351402028, Implementasi Kedudukan dan Hak Anak 
Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di 
Masyarakat Adat Sentani Papua. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
hakikatPutusanMahkamahKonstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam memberikan 
perlindungan terhadap anak luar kawin, mengetahui Kedudukan dan Hak Anak Luar 
Kawin dalam hukum positif dan hukum adat di Masyarakat Adat Sentani Papua, dan 
mengetahui apakah Putusan tersebut dapat di implementasikan di 
MasyarakatAdatSentani Papua. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan Yuridis 
Sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan Penelitian dengan 
menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekata Historis.Sumber data 
adalah primer yang diperoleh dari wawancara langsung dan Sumber Data sekunder 
yakni data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian 
analisis data dilakukan secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi 
dalam memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin adalah Pencatatan 
Perkawinan bukan penentu syarat sahnya perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan 
sah menurut Agama namun tidak dicatatkan, yang lazim disebut nikah siri sebagai 
anak luar kawin bisa dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan. 
Kedudukan anak luar kawin dalam hukum Positif pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan yang menjadi dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-
laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 
termasuk hubungan perdata  dengan keluarga ayahnya. Dalam hukum adat Sentani, 
kedudukan anak luar kawin dalam hal mewaris dan marga mengikuti ibunya dan 
keluarga ibunya, namun anak yang dilahirkan dari perkawinan sah secara adat namun 
tidak didaftarkan ke Pencatatan Sipil, kedudukan anak tersebut adalah anak sah secara 
adat, dalam hal marga mengikuti ayahnya dan warisan 
bagiannyaditentukanolehmusyawarahadat. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam masyarakat 
Adat Sentani sulit diimplementasikan, karena putusan tersebut hakikatnya melindungi 
anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan. 
Seharusnya juga melindungi anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum 
adat tetapi tidak dicatatkan ke Negara. 





 Putri Paramita, S.351402028, Implementation of Status and Rights of the 
Child Born Out of Wedlock Post Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII 
/ 2010 in Sentani, Papua Indigenous Peoples. 
This research aims to know the essence of the Constitutional Court Decision 
No. 46 / PUU-VIII / 2010 in providing protection against child born outside, to 
knowing that Status and Rights of the Child Born Out of Wedlock in positive law and 
customary law Indigenous Peoples of Sentani, Papua, and determine whether the 
verdict can be implemented in Indigenous Peoples of Sentani Papua. 
This research is normative juridical and sociological juridical by nature of 
descriptive analytical research. This research approach by statue approach and 
historical approach.Sources of data are the primary obtained from interviews and 
secondary of data namely the primary legal materials, secondary and tertiary. Data 
collection is carried out through literature study and interviews, and analysis of 
qualitative data. 
The results of this study showed that the essence of Constitutional Court 
decisions in providing protection against child born outside of wedlock is not the 
determining condition of Marriage Registration validity , a child born of a legal 
marriage according to the religion as a child born outside of wedlock can be proved by 
Science. 
Status of child born outside of wedlock in Positive law post Constitutional 
Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 this article 43 paragraph 1 law marriage be 
read Child Born Out of Wedlockhas has a relationship of civil with the mother and the 
mother's family as well as with the man as its father, can be proved by science and 
technology and / or other evidence under the law have blood relations, including civil 
relations with his father's family. In customary law of Sentani, a child position born 
ouside outside of wedlock in terms of heir and clan follows his mother and his mother's 
family. However, children born of a legal marriage by custom but not registered with 
the Civil Registry, the position of the child is the legitimate child by custom, in terms 
of clan then it should follow his father and the legacy of its parts is determined by 
customary deliberation.  
Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 on indigenous peoples 
of Sentani is difficult to be implemented, because the decision is essentially to protect 
children born of legitimate marriage according to the religion, but not recorded, also it 
is supposed to protect the child born of a valid marriage under customary law but not 
registered to the State. 
Key words :Implementation, Child Born Out of Wedlock, Indigenous Peoples 
of Sentani 
 
 
 
 
 
